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Abstract
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DGGLWRQ��LW�DOVR�OHDGV�WR�WKH�TXHVWLRQ�KRZ�WKH�SURSHU�UHJXODWLRQ�FRQFHSW�LV�LQ�WKH�IXWXUH��5HVHDUFK�VKRZV�

WKDW�SDZQ�VHUYLFHV��SDUWLFXODUO\�VKDULD�SDZQ�VHUYLFHV�LQ�JROG��WXUQV�WR�EH�D�VSHFXODWLYH�LQYHVWPHQW��+HQFH��

IXWXUH�UHJXODWLRQ�FRQFHUQLQJ�SDZQ�VHUYLFHV�VKRXOG�EH�DEOH�WR�DFKLHYH�WKH�REMHFWLYH�RI�SDZQ�VHUYLFHV�DV�

D�WRRO�RI�HFRQRPLF�GHYHORSPHQW��
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Intisari

Jasa pegadaian di Indonesia bertransformasi dari semula sebagai lembaga pembiayaan masyarakat, 

NKXVXVQ\D�80.0�PHOXDV�PHQMDGL� OHPEDJD�\DQJ� MXJD�PHOD\DQL�¿GXVLD�� LQYHVWDVL�� SHQJLULPDQ�GDQ�

penerimaan barang, penitipan dan jual beli logam mulia. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana 

perkembangan praktik gadai apabila dikaitkan dengan tujuan pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan 

dan bagaimanakah konsep pengaturan gadai di masa datang guna mewujudkan fungsi gadai sebagai 

alternatif pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa praktik pegadaian, khususnya 

gadai emas syariah bergeser menjadi investasi yang spekulatif. Oleh karena itu regulasi pergadaian sangat 

diperlukan. Regulasi pergadaian di masa datang harus mampu menjadikan pranata gadai sebagai alternatif 

pembiayaan guna menggerakkan perekonomian.

Kata Kunci: gadai, alternatif pembiayaan, regulasi pergadaian.
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1  Istilah Pergadaian digunakan dalam Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pergadaian yang digagas oleh BPHN. 

'DODP� .HWHQWXDQ� 8PXP�$QJND� ��� 3HUJDGDLDQ� GLGH¿QLVLNDQ� VHEDJDL� ³VHJDOD� VHVXDWX� \DQJ� PHQ\DQJNXW� WHQWDQJ� SHUXVDKDDQ� JDGDL�� 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”
2  Status Perum Pegadaian berubah menjadi PT Persero Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan  

Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero.
3�� %5,�6\DULDK��³0HUDQFDQJ�*DGDL�(PDV�3URGXNWLI´��0DMDODK�6KDULQJ��(GLVL����0HOXUXVNDQ�1LDW�*DGDL�(PDV�6\DULDK����-DQXDUL��7DKXQ������� 

KOP�����
4�� /DVWXWL�$EXEDNDU��³,PSOLNDVL�$NWLYLWDV�(NRQRPL�6\DULDK�WHUKDGDS�3HUNHPEDQJDQ�+XNXP�(NRQRPL�GL�,QGRQHVLD´��/HJDO�5HYLHZ, Vol. 1, 

No. 2, Desember, 2010.
5� /LKDW�MXJD�³%HUHNRQRPL�,VODP�+DUXV�GHQJDQ�+DWL´��0DMDODK�6KDULQJ, hlm. 34.
��� 6DODK�VDWX�NHJLDWDQ�\DQJ�SHQHOLWL�LNXWL�DQWDUD�ODLQ�³6RVLDOLVDVL�1DVNDK�$NDGHPLN�588�3HUJDGDLDQ´�\DQJ�GLVHOHQJJDUDNDQ�ROHK�%3+1�GL�

Bandung tanggal 11 Oktober 2011.

A. Latar Belakang Masalah

Jasa pergadaian1 di Indonesia menunjukkan 

JUD¿N� PHQLQJNDW� GDUL� ZDNWX� NH� ZDNWX�� +DO� LQL�

ditandai antara lain dengan jumlah dana yang 

digelontorkan oleh Perum Pegadaian2 sebagai 

satu-satunya lembaga pegadaian milik negara 

kepada para nasabahnya. Mengusung moto 

³PHQ\HOHVDLNDQ�PDVDODK� WDQSD�PDVDODK´�� 3HUXP�

Pegadaian berada pada garda terdepan untuk 

pembiayaan jangka pendek bagi masyarakat dan 

usaha mikro kecil untuk pemenuhan kebutuhan 

dana cepat dan mudah. Namun demikian, masih 

harus diakui bahwa saat ini pranata gadai masih 

digunakan untuk pembiayaan konsumtif. Persen-

tase gadai konsumtif masih tinggi dibandingkan 

dengan gadai produktif. BRI Syariah misalnya, 

hanya membukukan kisaran 11 persen untuk porsi 

pembiayaan gadai pada usaha produktif.3

Perkembangan menakjubkan dari Perum 

Pegadaian saat ini adalah luasan cakupan pangsa 

pasar yang tidak lagi bertumpu pada masyarakat 

lapisan bawah, namun meluas menjangkau kelas 

menengah atas. Selain itu, Pegadaian menawar-

kan produk layanan yang semakin beragam, 

termasuk layanan investasi, jual beli logam mulia, 

pengiriman dan penerimaan uang dan penitipan 

barang berharga, di luar jasa utamanya yakni 

pemberian kredit (pinjaman) dengan jaminan 

gadai. Boleh dikata Perum Pegadaian saat ini 

bertransformasi dari pranata pembiayaan menuju 

ke arah pranata pembiayaan dan investasi, dan 

menjangkau hampir semua kalangan, mulai 

dari mahasiswa, ibu rumah tangga, para petani, 

dan sekarang merangkul para pelaku usaha dan 

SURIHVLRQDO�� 'LYHUVL¿NDVL� SURGXN� \DQJ� VDQJDW�

beragam ini, diharapkan akan mampu menjadi-

kan Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan yang 

kuat untuk mendorong usaha-usaha produktif, 

khususnya bagi UMKM.

Permasalahan lain dalam praktik pegadaian 

adalah penggunaan GXDO� V\VWHP� seiring dengan 

berlakunya dualisme hukum dalam aktivitas 

ekonomi yakni konvensional dan syariah.4 Hal 

ini terlihat dari maraknya gadai emas syariah 

(rahn) yang ditengarai melenceng dari tujuan 

semula. Kekhawatiran ini muncul karena gadai 

syariah seharusnya bertumpu pada prinsip 

syariah yang esensinya adalah menolong orang 

untuk mendapatkan dana cepat dan untuk modal 

usaha. Dalam praktik, gadai emas syariah ini 

mulai meninggalkan esensinya dan lebih banyak 

digunakan untuk medatangkan keuntungan me-

lalui praktik gadai ulang yang bersifat spekulatif.5

Kekhawatiran lain datang dari praktik 

perbankan, yang juga melihat potensi gadai emas 

sebagai produk yang menjanjikan. Seandainya 

gadai emas perbankan tidak diregulasi secara baik, 

maka bukan tidak mungkin fungsi LQWHUPHGLDU\�

perbankan akan melemah. Hal ini berpotensi mem-

perlambat pertumbuhan dan pergerakan ekonomi.

Mengacu pada beberapa permasalahan  

dalam perkembangan praktik pegadaian di 

Indonesia, dirasakan bahwa jasa pergadaian ini 

perlu ditata kembali, sehingga muncul gagasan 

pembentukan UU Pergadaian yang saat ini masih 

dalam taraf pembahasan naskah akademik.� 

Beberapa permasalahan yang dikemukakan oleh 

Badan Pembinaan Hukum Indonesia sebagai 

penggagas naskah akademik RUU Pergadaian 

adalah:
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7 Istilah pergadaian ilegal digunakan peneliti untuk menyebutkan jasa-jasa pergadaian yang tidak memenuhi unsur sebagai lembaga pem-

biayaan yang tunduk pada ketentuan UU tertentu, misalnya perum pegadaian, perbankan, dan lembaga pembiayaan.
8 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Umum (Perum) diperkenankan 

menjalankan usaha dan mendapatkan keuntungan, selain bertujuan untuk melakukan pelayanan jasa publik.

1. Bermunculannya pelaku jasa pergadaian 

ilegal7� \DQJ� VHPDWD�PDWD�EHURULHQWDVL� SUR¿W��

khususnya gadai emas yang semula menjadi 

objek usaha Perum Pegadaian,8 sehingga 

timbul kekhawatiran bahwa hal ini akan me-

nyebabkan usaha Perum Pegadaian menurun 

atau berkurang dan pada gilirannya akan 

mengurangi kemampuan Perum Pegadaian 

untuk mengemban misi pelayanan sosialnya.

2. Banyak permintaan dari masyarakat baik 

perorangan maupun kelompok agar diberi 

kesempatan untuk melakukan usaha per-

gadaian.

3. Praktik jasa pergadaian ilegal berpotensi me- 

rugikan masyarakat mengingat mekanisme-

nya tidak tunduk pada ketentuan gadai, se- 

perti eksekusi yang tidak melalui mekanisme 

lelang, ketiadaan juru taksir yang mengakibat-

kan harga barang dinilai rendah, dan tidak 

tersedianya tempat penyimpanan yang dapat 

menjamin keamanan dan nilai barang.

4. Perum Pegadaian tidak mampu melayani 

jumlah kebutuhan masayakat, sehingga 

dianggap perlu memperluas pelaku jasa 

pergadaian ini ke sektor swasta dan koperasi.

5. Ketiadaan aturan yang menyeluruh yang 

mampu mengakomodasikan perkembangan 

pergadaian dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu pada beberapa alasan perlunya 

dibentuk RUU Pergadaian di atas, peneliti sepakat 

terhadap perlunya penataan kembali regulasi  

yang mengatur tentang jasa pergadaian ini,  

dengan melakukan kajian terlebih dahulu ter-

hadap praktik pegadaian saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perkembangan praktik jasa  

pergadaian saat ini apabila dikaitkan 

dengan tujuan pranata gadai sebagai sumber 

pembiayaan?

2. Bagaimanakah konsep pengaturan gadai di 

masa datang guna mewujudkan fungsi gadai 

sebagai alternatif pembiayaan?

B. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan penelitian 

ini, metode penelitian yang digunakan bersifat 

deskriptif analitis. Metode ini menggambarkan 

dan menganalisis data sekunder yang didukung 

oleh data primer mengenai berbagai masalah yang 

berkaitan dengan praktik pegadaian saat ini.

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, 

pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini  

adalah yuridis normatif, yang lebih menitikberat-

kan pada studi kepustakaan untuk mengkaji arti, 

maksud dan keberadaan pranata gadai sebagai 

alternatif pembiayaan, khususnya bagi usaha 

mikro sebagai pelaku ekonomi.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini meliputi:

1. bahan hukum primer dalam bentuk antara 

lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ten- 

tang Badan Usaha Milik Negara; Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 

7DKXQ������WHQWDQJ�5HVL�*XGDQJ��3HUDWXUDQ�

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum 

Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero; 

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.

KUKMII/2010; Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang 5DKQ� �*DGDL� 6\DULDK��� GDQ� )DWZD�

'HZDQ� 6\DULDK� 1DVLRQDO� 1RPRU� ���'61�

MUI/III/2002 tentang 5DKQ�7DVMLO\;
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9  Lihat Penjelasan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  

Perbankan.
10�� %DQN�,QGRQHVLD��³3RVLVL�3LQMDPDQ�5XSLDK�\DQJ�Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Kelompok Bank dan Lapangan Usaha”Ü�KWWS���

ZZZ�EL�JR�LG�VHNL�WDEHO�7$%(/�,���SGI� diakses 11 Januari 2012.
11 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2004, 5HQFDQD� 6WUDWHJLV� .HPHQWHULDQ� .RSHUDVL� GDQ� 8VDKD� .HFLO� GDQ� 

0HQHQJDK�5HSXEOLN�,QGRQHVLD�7DKXQ������������Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, hlm. 2.
12  ,ELG�, Lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 01/Per/M.KUKMII/2010.

2. bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulis-

an para ahli di bidang hukum baik nasional 

maupun internasional, jurnal dan majalah 

hukum bisnis yang didapatkan melalui 

studi kepustakaan yang berkaitan dengan 

pergadaian; dan

3. bahan hukum tersier berupa kamus hukum, 

kamus ekonomi, ensiklopedia, artikel pada 

surat kabar, majalah, dan internet. 

Untuk mendukung data sekunder, data primer 

diperoleh dengan melakukan wawancara dengan 

tim Naskah Akademik RUU Pergadaian dari 

BPHN.

Analisis data yang digunakan di dalam pene-

litian ini adalah analisis data yuridis kualitatif 

dengan menggunakan daya abstraksi dan penaf-

siran hukum (interpretasi), untuk selanjutnya di-

tuangkan dalam bentuk uraian-uraian (deskripsi). 

Lokasi utama penelitian dilakukan di Ban-

dung, khususnya di Perpustakaan Fakultas Hukum 

dan Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran. 

Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode analisis data secara 

kualitatif. Kesimpulan tidak didasarkan pada 

angka-angka statistik melainkan pada keterkaitan 

antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan 

teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam 

masyarakat melalui interpretasi yuridis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Pergadaian di Indonesia Saat Ini

Tidak dapat dimungkiri, lembaga penyedia 

dana yang ada di Indonesia masih didominasi oleh 

perbankan sebagai lembaga LQWHUPHGLDU\ yang 

mempertemukan pemilik dana dengan pengguna. 

Mengacu pada prinsip kehati-hatian perbankan 

(SUXGHQWLDO�EDQNLQJ�SULQFLSOH)9 dalam pemberian 

kredit, dapat diperkirakan bahwa dana perbankan 

sebagian sebagian besar diserap oleh debitor 

yang mampu memenuhi syarat-syarat dalam 

pemberian kredit, termasuk di dalamnya syarat 

ketersediaan jaminan (collateral) yang sebetulnya 

tidak wajib, kecuali jaminan pokok berupa objek 

yang dibiayai oleh kredit itu sendiri. Berdasarkan 

posisi pinjaman rupiah yang diberikan Bank 

Umum dan BPR menurut lapangan usaha, maka 

lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran 

menyerap pinjaman terbesar baik dari Bank 

Persero, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta 

Nasional, maupun BPR, yakni antara 2,397 sampai 

111,978 miliar rupiah per bulan Agustus 2010.10 

Mengacu pada data statistik yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penerima bagian terbesar kredit perbankan 

bukan pada level usaha mikro kecil. Di sisi lain, 

menurut pendataan terakhir pada tahun 2008 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah, jumlah pelaku usaha 

terbesar di Indonesia masih berada pada level 

koperasi dan usaha kecil dan menengah sebesar 

99,9% atau 51,3 juta unit.11 Hal ini berarti sebagian 

besar kredit perbankan dinikmati oleh pengusaha 

menengah, pengusaha besar dan konglomerasi. 

Sejalan dengan keadaan tersebut, diakui 

bahwa salah satu kelemahan UMKM adalah 

terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada 

sumber daya produktif, terutama bahan baku, 

permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta 

informasi pasar. Dalam hal pendanaan, utamanya 

UMKM memiliki permasalahan yakni modal 

sendiri yang terbatas,tingkat pendapat rendah, 

dan aset jaminan dan administrasi yang tidak 

memenuhi syarat perbankan. Bahkan, Usaha  

Mikro dan Kecil seringkali terjerat rentenir 

dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan.12 

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan  
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13�� *DGDL�NRQYHQVLRQDO�DWDX�SURGXN�.&$��.UHGLW�&HSDW�$PDQ��EHUEDVLV�VLVWHP�JDGDL�GHQJDQ�REMHN�MDPLQDQ�SHUKLDVDQ�HPDV�GDQ�EDUDQJ�EHU-

harga lainnya, dengan pinjaman mulai dari Rp20.000 hingga Rp200.000.000 atau lebih dengan jangka waktu pinjaman maksimum 4 bulan 

atau 120 hari.
14  Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia): pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha dengan 

system Fidusia dengan objek kendaraan bermotor, sedangkan Krasida adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada 

UMKM untuk pengembangan usaha dengan gadai, sedangkan Krista adalah kredit yang diberikan kepada wanita wirausaha yang ter-

gabung dalam kelompok untuk pengembangan usaha dengan system tanggung renteng.
15  Kresna adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diperuntukkan bagi karyawan Pegadaian yang telah memiliki penghasilan tetap 

dengan menyerahkan SK Pengangkatan dan SK Pangkat (Jabatan).
��  Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman) adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri be-

kerjasama dengan Western Union.
17  Langen Palikrama adalah auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat luas untuk berbagai acara dan 

seremoni.
18�� ,QYHVWD�DGDODK�SLQMDPDQ�GHQJDQ�VLVWHP�JDGDL�GHQJDQ�MDPLQDQ�EHUEHQWXN�VDKDP�\DQJ�WHUFDWDW�GL�%XUVD�(IHN�,QGRQHVLD�GDQ�REOLJDVL��25,��
19  Kremada adalah pinjaman (kredit) lunak yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk kebutuhan renovasi rumah.
20�� .DJXP�DGDODK�NUHGLW��SLQMDPDQ��DQJVXUDQ�EXODQDQ�GHQJDQ�VLVWHP�¿GXVLD�EDJL�SHJDZDL�DWDX�NDU\DZDQ�\DQJ�WHODK�PHPLOLNL�SHQJKDVLODQ�

untuk berbagai kegunaan.
21�� 3HUXP�3HJDGDLDQ��³/D\DQDQ�3HUXP�3HJDGDLDQ´� ZZZ�SHJDGDLDQ�JR�LG, diakses 11 Januari 2012.
22  Bersyariah harus dimaknai sebagai cara untuk menciptakan ZHDOWK�WUDQVIHU�GDQ�ZHDOWK�FUHDWLRQ��Lihat Mills Paul & Presley John, 1999, 

,VODPLF��)LQDQFH�7KHRU\�DQG�3UDFWLFHV, Macmillan Press, London.

bahwa usaha mikro kecil tidak memiliki akses 

pada kredit perbankan (tidak EDQNDEOH) dan 

pembiayaan melalui lembaga pembiayaan. Oleh 

karenanya, diperlukan alternatif pembiayaan yang 

tepat bagi usaha mikro dan kecil. 

Permasalahan pembiayaan bagi usaha mikro 

kecil inilah yang menjadi fokus Perum Pegadai-

an. Sejak semula, Perum Pegadaian memosisikan 

diri sebagai pembiayaan bagi perorangan dan 

UMKM. Selain itu, pegadaian berfungsi sebagai 

komplemen atau pelengkap bagi lembaga 

penyedia dana lainnya seperti perbankan, pasar 

modal dan lembaga pembiayaan seperti OHDVLQJ��

modal ventura, dan anjak piutang. Pegadaian 

menawarkan jasa pemberian pinjaman dengan 

jaminan benda bergerak yang tunduk pada hukum 

gadai sebagai pilihan bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan baik bersifat konsumtif 

maupun produktif. 

Dalam perkembangannya saat ini, Perum  

Pegadaian tidak hanya melayani gadai konven-

sional13 melainkan juga jasa di luar sistem gadai 

konvensional yakni layanan gadai syariah (rahn), 

layanan jual beli logam mulia (mulia dan galeri 

�����OD\DQDQ�¿GXVLD��.UHDVL��.UDVLGD�GDQ�.ULVWD��14 

serta layanan jasa lainnya berupa jasa titipan,  

jasa taksiran, Kresna,15 Kucica,�� Langen 

Palikrama,17 Investa,18 Kremada,19 Kagum,20 dan 

*�/DE��MDVD�SHQJXMLDQ�ORJDP�PXOLD��21

Praktik gadai saat ini tidak diikuti oleh 

landasan hukum yang kokoh untuk mengantisi-

pasi perkembangan gadai di Indonesia. Se-

lama ini, aktivitas pergadaian lebih banyak 

berlandaskan pada perjanjian para pihak yang 

bentuknya sangat sederhana dan baku. Selain 

perjanjian para pihak, praktik gadai mengacu  

pada ketentuan gadai dalam Pasal 1150 sampai 

����� .8+3HUGDWD� \DQJ� EHOXP� PDPSX� PHQ� 

jangkau dan mengakomodasikan perkembang-

an gadai saat ini, antara lain perkembangan 

objek gadai seperti saham tanpa warkat yang 

GLSHUGDJDQJNDQ�GL�%XUVD�(IHN�,QGRQHVLD�GDQ�KDN�

kekayaan intelektual.

Ketiadaan landasan hukum yang kokoh 

inilah yang menjadi celah tumbuh kembangnya 

praktik gadai ilegal, dan membuka peluang bagi 

pelaku usaha untuk menjadikan gadai sebagai 

media bisnis yang semata-mata bertujuan men- 

cari keuntungan.

Permasalahan lain dari sudut pandang  

yuridis adalah timbulnya dualisme hukum di 

bidang jasa pergadaian dengan ditawarkannya 

gadai syariah (rahn). Dualisme hukum dalam 

aktivitas ekonomi secara nyata ditandai dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 21  

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perma-

salahan dalam dual-isme hukum ini bukan 

terletak pada fungsi kelembagaannya, melain- 

kan pada prinsip yang mendasari aktivitas 

ekonomi22 tersebut, misalnya perbankan kon-

vensional yang mendasarkan pada prinsip 

utang piutang yang dapat dikategorikan sebagi 
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23  Riba diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang dibenarkan syariah kepada penambahan 

tersebut. Lihat Hulwati, 2009, (NRQRPL�,VODP�±7HRUL�GDQ�3UDNWLN�GDODP�3HUGDJDQJDQ�2EOLJDVL�6\DULDK�GL�3DVDU�0RGDO�,QGRQHVLD�GDQ�

0DOD\VLD��Ciputat Press, Bandung, hlm. 31.
24 � %5,�6\DULDK��³%HUHNRQRPL�,VODP�+DUXV�GHQJDQ�+DWL´��0DMDODK�6\DULDK��(GLVL������-DQXDUL�������KOP������/LKDW�MXJD�6DSDUXGGLQ�6LUHJDU��

³0HQJHPEDOLNDQ�5DKQ�HPDV�6HEDJDL�3URGXN�7DEDUUX´��Makalah, Simposium A FRPS III IAIN SU, 30 September 2011.
25�� %5,�6\DULDK��³6HKDUXVQ\D�7RS�8S�Dibatasi 3 Kali Saja”��0DMDODK�6\DULDK��(GLVL������-DQXDUL�������KOP�����

praktik riba.23 Di samping perbankan, pranata 

pembiayaan lain pun menawarkan produk-produk 

syariah, seperti pasar modal syariah, asuransi dan 

pembiayaan syariah, serta pegadaian. Perbedaan 

mendasar antara gadai konvensional dengan gadai 

syariah adalah tidak diperkenankannya bunga 

dalam gadai syariah sebagaimana diterapkan  

dalam gadai konvensional. Selanjutnya, meka-

nisme gadai syariah merujuk pada Fatwa Dewan 

6\DULDK�1R�����'61�08,�,,,������WHQWDQJ�*DGDL�

Syariah. Berdasarkan Fatwa tersebut, keuntung-

an yang diperoleh pegadaian syariah atau bank 

syariah yang menawarkan gadai syariah berasal 

dari biaya penitipan dan biaya administrasi untuk 

SHQHUELWDQ� VHUWL¿NDW� JDGDL� VHEDJDL� EXNWL� VDDW�

penebusan objek gadai. 

Seiring dengan harga emas yang semakin 

membubung tinggi, gadai emas semakin diminati 

ROHK� PDV\DUDNDW�� *DGDL� \DQJ� VHPXOD� EHUIXQJVL�

sebagai pembiayaan bergeser menjadi pilihan 

investasi. Semula, masyarakat sangat terbantu 

dengan adanya gadai (rahn) emas ini. Namun, 

dilihat dari basis nasabah pegadaian dan bank 

syariah, terlihat adanya perubahan paradigma di 

mana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk 

memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan 

emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan 

berinvestasi atau berkebun emas yang ditengarai 

keluar atau tidak memenuhi ketentuan gadai 

syariah dan berubah tujuan menjadi ajang  

spekulasi.

$PLXU� 1XUXGGLQ�� *XUX� %HVDU� (NRQRPL�

Islam Fakultas Syariah IAIN Sumatra Utara 

menegaskan:

Produk gadai emas pada perbankan syariah 

hakikatnya adalah untuk membantu orang  

yang sedang kesulitan keuangan jangka  

pendek, lalu mereka membutuhkan pinjaman 

(DO�TDUG) dengan jaminan gadai emas (rahn 

emas) sekaligus membayar biaya penyim-

panan emas itu di bank di syariah dengan akad 

LMDUDK.24

Adiwarman Karim menegaskan bahwa  

praktik gadai emas saat ini membuat arah tujuan 

awal dari kegiatan gadai emas melenceng dan 

bertambah jauh dari ruh Fatwa DSN.25 

Berdasarkan pemahaman gadai emas syariah 

tersebut, maka perlu digarisbawahi bahwa tujuan 

gadai menurut syariah semata-mata mengguna- 

kan kekuatan sendiri untuk menggerakkan  

ekonomi secara riil. Investasi emas yang ber-

dampak pada penumpukan emas akan berpotensi 

mengakibatkan ekonomi menjadi beku, akibat 

tertahannya aliran dana pada masyarakat. 

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan  

mekanisme gadai syariah yang tepat agar gadai 

emas syariah tidak bergeser menjadi praktik inves- 

WDVL� HPDV�� *DGDL� HPDV� V\DULDK� DGDODK� DOWHUQDWLI�

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sedang-

kan investasi emas bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan (UHWXUQ). Celah hukum yang menye-

babkan praktik gadai emas menjadi investasi antara 

lain akibat tidak adanya pembatasan waktu gadai, 

sehingga gadai senantiasa dapat diperpanjang 

terus menerus (gadai ulang). Peluang ini semakin 

lebar dengan dikeluarkannya Fatwa DSN Nomor 

77/DSN-MUI/2002 yang memperkenankan pem-

belian emas secara mencicil.

Dalam kondisi inilah gadai emas kehilangan 

fungsi pembiayaannya dan bergeser menjadi 

fungsi investasi yang spekulatif. Hal ini 

bertentangan dengan fungsi gadai semula, 

yaitu untuk mendapatkan pembiayaan dengan 

menggunakan barang bergerak sebagai jaminan, 

yang apabila telah sampai waktunya, harus ditebus 

kembali. Secara ekonomi, pemberi gadai memiliki 

peluang menggerakkan ekonomi dalam skala 

kecil. Pembatasan masa gadai ini penting agar 

masa gadai tidak disalah-gunakan oleh pemilik 
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��� Peraturan Pemerintah ini ditandatangani Presiden pada tanggal 13 Desember 2011.

emas untuk berinvestasi secara terus menerus. 

Perubahan fungsi gadai ini dimungkinkan karena 

memang terdapat celah dalam regulasi yang 

ada, sehingga gadai emas tidak digunakan untuk 

menimbun emas, yang justru bertentangan dengan 

prinsip syariah. Terkait dengan gadai emas syariah 

ini, Dewan Syariah Nasional telah mencoba 

memberikan rambu-rambu, namun masih dirasa 

kurang. 

Mengingat praktik pergadaian di Indonesia 

berkembang sedemikian pesat, maka kebutuhan 

terhadap adanya UU pergadaian menjadi semakin 

relevan. Substansi yang harus dipertimbangkan 

dalam pembentukan RUU Pergadaian adalah 

kelebihan pranata gadai itu sendiri yaitu: 1) 

pemanfaatan barang milik sendiri atau kekuatan 

ekonomi sendiri untuk menggerakkan dan 

menumbuh-kembangkan ekonomi dan 2) tidak 

harus kehilangan benda berharga mengingat  

secara yuridis objek gadai akan senantiasa 

merupakan milik debitor. 

Hal yang patut menjadi perhatian adalah 

bahwa pegadaian tetap berkonsentrasi pada 

pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan 

dana secara cepat. Di sisi lain, praktik pegadaian 

ini menarik minat pelaku usaha lain (swasta) 

untuk melakukan kegiatan usaha serupa. Hal 

ini didorong oleh fakta bahwa bisnis pegadaian 

mampu mendatangkan keuntungan yang signi-

¿NDQ�� NKXVXVQ\D� GL� HUD� NULVLV�� GL� PDQD� SHODNX�

usaha UMKM justru mampu bertahan. Oleh 

karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur 

pergadaian menjadi urgen, agar masyarakat tidak 

dirugikan oleh praktik jasa pegadaian yang hanya 

EHUPRWLI� SUR¿W�� 5HJXODVL� SHUJDGDLDQ� PHQMDGL�

semakin relevan dengan kehendak pemerintah 

untuk mengubah status Perum Pegadaian menjadi 

perusahan persero sebagaimana dituangkan dalam 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan 

Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan  

Persero.�� 

Hal yang perlu dicermati dari peraturan 

pemerintah tersebut adalah usaha pegadaian 

ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan 

menengah, dengan pemikiran bahwa tujuan lain 

dari perubahan status tersebut adalah optimali-

sasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan 

menerapkan prinsip perseroan. Status Pegadaian 

sebagai perseroan terbatas menyiratkan bahwa 

PT Pegadaian tidak lagi menjadi perusahaan 

yang mengemban pelayanan publik, melainkan 

menjadi pelaku usaha yang mengejar keuntungan. 

Permasalahan mendasarnya adalah lembaga 

mana yang akan mengakomodasikan kepentingan 

masyarakat kecil dan usaha kecil? 

2. Jasa Pegadaian di Masa Datang

Di masa datang, pergadaian tidak dapat 

dilepaskan dari fungsinya sebagai alternatif 

pembiayaan bagi masyarakat, khususnya 

perorangan dan UMKM. Diperlukan kecermatan 

dalam menata kembali aturan tentang pergadaian, 

mengingat misi pelayanan publik yang semula 

diemban oleh Perum Pegadaian diperkirakan akan 

berakhir dengan terbitnya kebijakan pemerintah 

melalui PP No. 51 Tahun 2011. Beberapa hal  

yang menjadi dasar pemikiran peneliti terkait 

hilangnya fungsi pelayanan publik dapat dijelas-

kan sebagai berikut:

1. perubahan status badan hukum Pegadaian 

dari Perum menjadi Persero atau PT Persero, 

mengubah motif dari pelayanan publik 

PHQMDGL�EHURULHQWDVL�SUR¿W��NHXQWXQJDQ��

2. usaha Pegadaian ditujukan bagi masyarakat 

berpenghasilan menengah. Ini berarti usaha 

mikro kecil dan rakyat kecil tidak lagi 

terakomodasikan dalam tataran regulasi;

3. kegiatan utama PT Pegadaian yakni 

menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum 

gadai termasuk gadai efek; menyalurkan 

SLQMDPDQ� EHUGDVDUNDQ� MDPLQDQ� ¿GXVLD�� GDQ�

melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, 

VHUWL¿NDVL� GDQ� SHUGDJDQJDQ� ORJDP� PXOLD�
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27  Cepat: prosedur administrasi yang sederhana tanpa melupakan prinsip kehati-hatian; wajar: penilaian oleh professional dengan semangat 

PHPEDQWX�WDQSD�PHQLDGDNDQ�SUR¿W��H¿VLHQ��EHUGD\D�JXQD�EDJL�PDV\DUDNDW��WHUOHSDV�GDUL�NHVXOLWDQ�VHFDUD�HNRQRPL�
28�� 3HQXOLV�PHPEHULNDQ� FDWDWDQ� EDKZD� SHQJHUWLDQ� ³EHUWXPSX� SDGD� NHNXDWDQ� VHQGLUL´� DGDODK� NHPDPSXDQ�PDV\DUDNDW� XQWXN�PHPSHUROHK�

pembiayaan dengan kekuatan aset/kekayaan/barang milik sendiri.
29  Pendekatan hukum Islam ini digunakan mengingat dalam naskah akademik dibahas juga mengenai praktik gadai syariah (rahn) sebagai bagian 

GDUL�DNWLYLWDV�HNRQRPL�EHUEDVLV�KXNXP�,VODP��7XMXDQ�DNKLU�\DQJ�GLKDUDSNDQ�GDUL�SUDNWLN�HNRQRPL�,VODP�PHQXUXW�&KDSUD�DGDODK�³WKH�IUHHGRP�RI� 

LQGLYLGXDO� LQ� WKH�FRQWH[W�RI�VRFLDO�ZHOIDUH´��/LKDW�6XGLQ�+DURQ��:DQ�1XUVR¿]D��GDQ�:DQ�$]PL�������� ,VODPLF��)LQDQFH�DQG�%DQNLQJ� 

6\VWHP��0F*UDZ�+LOO��0DOD\VLD�6GQ�%KG��KOP�����

serta batu adi, memperjelas pangsa pasar 

pegadaian bergeser dari menengah bawah ke 

arah menengah atas; dan

��� ]RQDVL� DWDX� SHPEDJLDQ� SDQJVD� SDVDU� OHP�

baga-lembaga pembiayaan menjadi semakin 

kabur dengan dimungkinkannya PT Pega-

daian memasuki usaha yang semula dikelola 

oleh perbankan, yakni usaha jasa uang, jasa 

transaksi pembayaran dan jasa administrasi 

pinjaman.

Mengacu pada perubahan status dan kegiatan 

usaha pegadaian dan draf Rancangan Undang-

Undang tentang Pergadaian, dapat dikatakan  

bahwa PT Pergadaian di masa datang tidak di-

posisikan sebagai alternatif pembiayaan masya-

rakat perorangan dan UMKM dan menjadi 

komplemen bagi dunia perbankan, namun 

menjadi kompetitor bagi perbankan dan lembaga 

pembiayaan dalam menarik dana masyarakat. 

Persaingan akan sangat ditentukan oleh seberapa 

baik jasa dan keuntungan yang dapat diberikan. 

Kekhawatiran akan terjadinya kekosongan 

pranata pembiayaan bagi rakyat selayaknya 

dipikirkan, khususnya menyongsong terbitnya 

UU Pergadaian yang akan datang. Untuk itu, 

peneliti mencoba memberikan beberapa tambahan 

mengenai kriteria pegadaian masa depan yang 

sudah digagas oleh pembuat naskah akademik:

1. jasa pegadaian merupakan pilihan bagi 

masyarakat menengah ke bawah untuk 

memperoleh pembiayan yang cepat, wajar 

GDQ� H¿VLHQ
27 dan bertumpu pada kekuatan 

sendiri;28

��� MDVD� SHJDGDLDQ� VHFDUD� VSHVL¿N� PHUXSDNDQ�

lembaga pembiayaan dengan mekanisme 

gadai;

3. pegadaian masa depan mampu mengikuti 

perkembangan objek gadai dengan tetap 

mengacu pada ketentuan gadai;

4. fungsi pelayanan publik pada PT Pegadaian 

Persero harus tetap dipertahankan dengan 

cara lain, seperti penugasan kewajiban 

pelayanan publik (SXEOLF� VHUYLFH�REOLJDWLRQ) 

sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 19 

Tahun 2003;

5. perhatian pemerintah yang penuh berkaitan 

dengan pengawasan dan pemeliharaan jasa 

pegadaian ini agar jasa pegadaian mampu 

mengawal perubahan kehidupan sebagian 

besar masyarakat ke arah kesejahteraan dan 

keberpendidikan, dan mengawal perkem-

bangan UMKM menjadi usaha besar; dan

��� WHUFLSWDQ\D� VLQHUJL� DQWDUD� OHPEDJD� NHXDQJ� 

an perbankan, pasar modal, lembaga pem-

biayaan lain, dan pegadaian sehingga 

seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha 

sebagai penggerak ekonomi, mempunyai 

akses permodalan yang sesuai dengan ke- 

mampuan.

3. Urgensi Rancangan Undang-Undang Per-

gadaian

Naskah Akademik RUU Pegadaian meng-

gunakan pendekatan HFRQRPLF� DQDO\VLV� RI� ODZ 

dari Steven Shavel untuk meletakkan asas-asas 

bagi RUU Pergadaian. 

Peneliti mencoba mencari dan menambah- 

kan alternatif pendekatan yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia, yakni hukum adat dan 

hukum Islam.29 Jasa pegadaian sebagai alternatif 

pembiayaan dengan mekanisme pinjaman uang 

dengan jaminan gadai (benda bergerak) dikenal 

dalam hukum perdata Indonesia, baik KUH 

Perdata (BW) yang konkordan dengan %XUJHUOLMN�

:HWERHN yang berlaku di Belanda, hukum adat, 

maupun hukum Islam. 
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Pasal 1150 KUHPerdata mengatur:

Suatu hak yang diperoleh seseorang ber-

piutang atas suatu barang bergerak, yang 

diserahkan kepadanya oleh seorang berutang  

atau oleh seorang lainnya atas namanya,  

dan yang memberikan kekuasaan kepada si 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan  

dari barang tersebut secara didahulukan dari-

pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan 

kekecualian biaya untuk melelang barang 

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan 

untuk menyelamatkannya setelah barang itu 

digadaikan, biaya-biaya mana harus didahu-

lukan.

Istilah gadai dalam hukum adat digunakan 

sebagai salah satu jenis transaksi tanah, yaitu jual 

gadai atau peralihan kepemilikan atas tanah untuk 

sementara waktu yang ditentukan saat penjual 

gadai menebus harga tanah sesuai kesepakatan. 

Adapun pinjam meminjam uang dengan jaminan 

benda bergerak dikenal dengan istilah Q\HNHODNH, 

ERUHK, dan sebagainya. Dalam hukum Islam 

digunakan istilah rahn�XQWXN�³SHQ\HUDKDQ�EDUDQJ�

sebagai jaminan utang”.30 Berikut ini akan 

dijabarkan esensi dari pranata gadai dalam jasa 

pegadaian berdasarkan ketentuan gadai yang ada 

dalam hukum perdata Indonesia.

a) Gadai adalah Pranata Jaminan Kebenda-

an

*DGDL� VHEDJDL� SUDQDWD� MDPLQDQ� NHEHQGDDQ�

berfungsi memberi kepastian bagi kreditor bahwa 

GHELWRU� DNDQ� PHODNXNDQ� NHZDMLEDQQ\D�� *DGDL�

berfungsi sebagai lembaga jaminan yang sifatnya 

accesoir dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian 

pinjam-meminjam uang. Sifat accesoir ini secara 

yuridis diartikan bahwa lahir dan hapusnya 

perjanjian gadai bergantung pada lahir dan 

hapusnya perjanjian pokoknya, dan tidak berlaku 

sebaliknya. Selanjutnya, gadai harus dipandang 

dari sudut kepentingan pemberi pinjaman, yakni 

sebagai jaminan kepastian hukum bagi pihak yang 

meminjamkan (kreditor) atas pengembalian uang 

dari peminjam.

Benda gadai secara yuridis akan selalu 

menjadi milik peminjam, sehingga segala janji 

yang mengalihkan objek gadai kepada pemberi 

pinjam adalah tidak dapat dibenarkan/batal 

demi hukum31. Selain gadai, jaminan kebendaan 

lainnya dalam hukum positif indonesia adalah  

KLSRWLN��KDN�WDQJJXQJDQ��¿GXVLD�GDQ�UHVL�JXGDQJ�32 

Dalam perkembangannya, jaminan gadai ini 

mengalami perkembangan, terutama dari objek 

gadainya. Mengingat objek gadai adalah benda 

bergerak, maka praktik gadai saham khususnya 

saham yang diperdagangkan di pasar modal perlu 

diakomodasikan dalam ketentuan gadai.

b) Gadai dan Jasa Pegadaian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, gadai 

merupakan salah satu jaminan kebendaan, yang 

objeknya adalah benda bergerak dan merupakan 

hak kebendaan33 yang bersifat memberikan 

jaminan, sedangkan pegadaian adalah pelaku 

ekonomi yang memberikan jasa peminjaman uang 

dengan jaminan benda bergerak (gadai). Dengan 

demikian, pelaku ekonomi yang memberikan jasa 

pegadaian tidak dapat dipisahkan dari pranata 

gadai. 

c) Jasa Pegadaian sebagai Alternatif Pem-

biayaan bagi Pelaku Usaha Kecil dan 

Individu

Penegasan bahwa pegadaian adalah alternatif 

pembiayaan perlu ditegaskan dalam ketentuan 

perundang-undangan, karena pranata gadai dapat 

digunakan dalam konteks bukan pembiayaan. 

Dalam hukum pembiayaan, dikenal beberapa 

alternatif pembiayaan baik bagi dunia usaha 

(pelaku usaha) maupun individu. Selain per-

bankan, melalui pemberian kredit atau pem-

30�� /LKDW�%DQN�,QGRQHVLD��������.DPXV�,VWLODK�.HXDQJDQ�GDQ�3HUEDQNDQ�6\DULDK��'LUHNWRUDW�3HUEDQNDQ�6\DULDK��-DNDUWD��KOP�����
31  Lihat Pasal 1154 ayat (2) KUHPerdata. Dalam berbagai yurisprudensi hukum adat jual gadai bahkan tidak secara otomatis menyebabkan 

peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli gadai dengan penebusan. Perlu dilakukan tindakan hukum, agar tanah tersebut beralih 

kepemilikannya. 
32�� 8QGDQJ�8QGDQJ�1RPRU���7DKXQ������WHQWDQJ�6LVWHP�5HVL�*XGDQJ�PHQ\HEXWNDQ�EDKZD�UHVL�JXGDQJ�DGDODK�MDPLQDQ��1DPXQ�GHPLNLDQ��

penulis belum sepakat memosisikan jaminan resi gudang sebagai jaminan kebendaan baru.
33�� *DGDL�VHEDJDL�KDN�NHEHQGDDQ�PHPLOLNL�VLIDW�DEVROXW��PXWODN���PHPLOLNL�GURLW�GH�VXLWH�dan GURLW�GH�SUHIHUHQFH. 
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34  Lihat Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perbankan dan penjelasan pasal, yang 

mensyaratkan Bank menerapkan WKH��&¶V�DQDO\VLV�RI�FUHGLW��di samping memiliki keyakinan bahwa debitor beritikad baik dan mampu 

membayar.

biayaan berbasis syariah, dikenal pasar modal 

dan lembaga pembiayaan seperti sewa guna usaha 

atau OHDVLQJ, modal ventura, anjak piutang atau 

IDFWRULQJ, dan pembiayaan konsumen.

Berdasarkan regulasi yang ada, masing- 

masing lembaga keuangan dan lembaga pem-

biayaan tersebut memiliki aturan dan otoritas  

sendiri, serta ciri dan pasar yang berbeda. Zonasi 

pangsa pasar antara lembaga pembiayaan, per- 

bankan, dan pasar modal harus dijaga konsistensi-

nya agar daya serap dan fasilitas pendanaan ber-

jalan dengan optimal, dan tidak tumpang tindih. 

Perbankan dan pasar modal memiliki aturan yang 

sangat ketat dan ULJLG. Perbankan misalnya, hanya 

diperuntukkan bagi pelaku usaha yang EDQNDEOH 

dan sehat. Aturan di pasar modal mewajibkan 

bahwa pelaku usaha yang dapat menarik dana 

masyarakat harus berbentuk PT, dan mampu 

membuktikan bahwa PT tersebut untung minimal 

dalam 2 tahun berturut-turut.

Usaha kecil selama ini tidak dianggap 

EDQNDEOH karena sulit memenuhi persyaratan 

yang diminta oleh perbankan sebagai perwujudan 

dari kewajiban memenuhi prinsip kehati-hatian 

bank (SUXGHQWLDO� EDQNLQJ� SULQFLSOH).34 Oleh 

karena itu, pegadaian menjadi jalan keluar bagi 

usaha kecil dan individu yang memerlukan dana 

(uang) dengan menggunakan kekuatan sendiri 

(barang milik sendiri). Oleh karena itu, eksistensi 

pegadaian sangat diperlukan bagi sebagian besar 

masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia 

sudah sangat familiar dengan lembaga pegadaian 

ini, merasakan manfaatnya, terutama sejak adanya 

Perum Pegadaian. Saat ini bahkan pegadaian 

mampu memperluas pangsa pasar hingga 

menjangkau para profesional dan menciptakan 

keberagaman objek gadai, namun masih dalam 

arti benda bergerak.

d) Dualisme Hukum Gadai di Indonesia

Saat ini terjadi transformasi dalam sistem 

yang digunakan dalam aktivitas ekonomi global 

termasuk di Indonesia, dari ekonomi konvensional 

ke arah ekonomi berbasis syariah (hukum Islam), 

sehingga saat ini dikenal terminologi ekonomi 

syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, 

asuransi syariah, termasuk gadai syariah. Dalam 

tataran regulasi, penggunaan prinsip syariah ini 

dimasukkan dalam hukum positif yang meng- 

atur aktivitas tertentu, baik dalam ketentuan UU 

khusus seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah maupun dalam berbagai 

peraturan di bawah undang-undang.

Terkait dengan gadai syariah, perlu kiranya 

dicermati perbedaan antara gadai syariah atau  

rahn dengan UDKQ� WDVMLO\� yaitu jaminan dalam  

bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan 

bahwa yang diserahkan kepada penerima 

jaminan (PXUWDKLQ) hanya bukti sah kepemilik-

DQQ\D�� VHGDQJNDQ� ¿VLN� EDUDQJ� MDPLQDQ� WHUVHEXW 

�PDUKXQ) tetap berada dalam adalah penguasa-

an dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). 

Mengacu baik pada fatwa Dewan Syariah 

1DVLRQDO� 1R�� ���'61�08,�,,,������ WDQJJDO� ���

Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman 

GHQJDQ� ³PHQJJDGDLNDQ� EDUDQJ� VHEDJDL� MDPLQDQ�

utang dalam bentuk rahn [...]” dan Fatwa Dewan 

6\DULDK� 1DVLRQDO� 1R�� ���'61�08,�,,,������

tentang 5DKQ� 7DVMLO\�5DKQ� 7D¶PLQL�5DKQ� 5DVPL�

5DKQ� +XNPL, maka istilah rahn secara luas 

diartikan sebagai jaminan, dan secara khusus 

digunakan untuk jaminan gadai. 5DKQ� WDVMLO\ 

dalam hukum jaminan konvensional diartikan 

VHEDJDL� ¿GXVLD�� +DO� LQL� PHQMDGL� GDVDU� DFXDQ� 

untuk memastikan apakah lingkup objek dalam  

588� 3HJDGDLDQ� \DQJ� GLSHUOXDV� KLQJJD� ¿GXVLD�

tepat atau tidak.

*DGDL� V\DULDK�\DQJ�DNDQ�GLDWXU�GDODP�588�

Pergadaian sebaiknya tidak mengakomodasi- 

kan praktik gadai syariah yang mengarah pada 

investasi, khususnya investasi emas dengan 

me-numpuk emas yang bertentangan dengan 

prinsip syariah. Selain bertentangan dengan 
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prinsip syariah, harus dihindari bahwa dana-

dana dari perusahaan pegadaian justru mengalir 

bukan pada pihak yang membutuhkan pem- 

biayaan.

4. Materi Muatan dalam RUU Pergadaian

Mengacu pada Rancangan Undang-Undang 

yang dibuat oleh BPHN, peneliti mencoba 

mengusulkan beberapa tanggapan dan pemikiran 

terkait dengan konsepsi gadai sebagai alternatif 

pembiayaan yang pro masyarakat dan usaha mikro 

kecil.

a) Perluasan Objek Gadai

Dalam perkembangan aktivitas ekonomi 

saat ini, pengertian benda bergerak meliputi 

baik benda bergerak berwujud dan tidak 

berwujud. Berkaitan dengan benda bergerak 

tidak berwujud, surat berharga, khususnya efek 

yang diperdagangkan di pasar modal menjadi 

instrumen pasar modal yang bernilai ekonomi. 

Selama ini, bank ataupun lembaga pembiayaan 

belum menerima jaminan saham sebagai jaminan 

utama. Bahkan perbankan mensyaratkan saham 

sebagai jaminan tambahan dan pemberian kredit 

tidak melebihi 50% dari harga pasar saham. Oleh  

karena itu, regulasi gadai yang akan datang 

tentu perlu memperhatikan perkembangan benda  

seperti halnya saham tanpa warkat. Berkenaan 

dengan pengertian barang jaminan yang diusul-

kan dalam Naskah Akademik adalah setiap 

³EDUDQJ� EHUJHUDN´�� SHQHOLWL� PHQ\DUDQNDQ� SHUOX�

GLSHUWLPEDQJNDQ� ÀHNVLELOLWDV� GDQ� DQWLVLSDVL� WHU�

hadap perkembangan objek dengan menambah-

NDQ�³EDUDQJ�EHUJHUDN�EDLN�\DQJ�EHUZXMXG�PDXSXQ�

tidak berwujud”. 

Selanjutnya, dalam Naskah Akademik dise-

EXWNDQ�EDKZD�3HUMDQMLDQ�*DGDL�DGDODK�SHUMDQMLDQ�

pinjam meminjam. Peneliti mengusulkan perlunya 

mempertimbangkan konsistensi bahwa perjanjian 

gadai adalah perjanjian jaminan dengan objek 

benda bergerak. Berdasarkan pemikiran tersebut, 

perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian 

pokok yang menjadi usaha pokok dari perusahaan 

pegadaian.

b) Kegiatan Usaha dan Sumber Pendanaan

Terkait dengan pengaturan tentang kegiatan 

usaha dan sumber pendanaan, peneliti memberi- 

kan beberapa pandangan. Angka 2.1 tentang 

.HJLDWDQ� 8VDKD� 3HUXVDKDDQ� *DGDL� \DQJ� PHP� 

SHUOXDV� UXDQJ� OLQJNXS� *DGDL� GHQJDQ� PHQHULPD�

jaminan Fidusia. Fidusia menurut peneliti perlu 

dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan 

dasar pemikiran bahwa Jaminan Fidusia terkait 

dengan barang modal merupakan objek dari 

lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lain 

seperti BPR. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan 

sinergitas antara lembaga-lembaga pembiayaan, 

dan perbankan.

Di samping itu, perluasan jasa pegadaian yang 

diperluas meliputi jasa penitipan barang menurut 

hemat peneliti akan membuat perusahaan jasa 

pergadaian ini menjadi tidak fokus dan berpotensi 

bahwa IHH�EDVHG�LQFRPH yang diperoleh dari jasa 

penitipan akan lebih besar dari fungsi pembiayaan, 

yang pada gilirannya akan mengurangi fungsi 

pelayanan publik, khususnya masyarakat 

menengah bawah. Peluang menyediakan jasa 

penitipan bagi perusahaan pegadaian secara 

implisit menunjukan bahwa pangsa pasar dan 

tujuan perusahaan pegadaian bukan menengah  

ke bawah atau individu yang memerlukan 

pendanaan segera, melainkan bagi mereka yang 

memiliki aset menganggur (idle).

Sejalan dengan terbukanya bentuk perseroan 

Terbatas bagi perusahaan pergadaian, maka akses 

permodalan yang terbuka perlu dibatasi dengan 

SUR¿W� PDUJLQ� yang tegas. Hal ini diperlukan 

agar jasa pergadaian tetap berasaskan pada asas 

pemerataan, manfaat, keadilan sosial dan tidak 

menjurus pada legalisasi praktik rentenir.

c) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan 

Perizinan

RUU Pergadaian yang akan diajukan perlu 

mempertimbangkan bahwa Pegadaian tidak  

hanya mempunyai fungsi bisnis, tetapi lebih 

ditekankan adanya fungsi pembiayaan bagi 

pelaku usaha dan individu yang tidak memiliki 

akses pada sumber pembiayaan yang lain. Hal 
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ini berarti perusahaan gadai memerlukan regulasi 

yang sangat ketat agar tujuan ini tercapai. 

Perusahaan pegadaian yang berbentuk perseroan 

terbatas tentu berbeda dengan perusahaan umum, 

yang mengemban fungsi sosial. Optimalisasi 

SUR¿W� ROHK� SHUVHURDQ� WHUEDWDV� LQKHUHQ� GHQJDQ�

sifat perseroan terbatas yang semata-mata 

mencari keuntungan. Mengingat bentuk badan  

hukum Perum Pegadaian telah berubah status 

menjadi PT. Persero mendahului terbitnya UU  

Pergadaian, maka pembebanan kewajiban 

pelayanan publik bagi PT. Pegadaian Persero 

menjadi relevan.

Badan hukum perusahaan pegadaian secara 

tegas ditujukan bagi badan hukum Indonesia 

yang sahamnya dimiliki oleh WNI. Sudah saatnya 

politik hukum Indonesia, khususnya regulasi, 

bertujuan mendorong peran serta masyarakat 

dalam menggerakkan perekonomian, terutama 

pembiayaan bagi masyarakat menengah bawah  

GDQ� LQGLYLGX� GDQ� PHODNXNDQ� ]RQDVL� DWDX� SHP�

batasan wilayah partisipasi modal asing.

d) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil-

alihan

Peneliti setuju bahwa diperlukan pengawasan  

dan seleksi terhadap rencana penggabungan, 

peleburan dan pengambilalihan dengan tetap 

mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat.

e) Kewajiban dan Larangan 

Mengingat Jasa Pergadaian adalah pinjam 

meminjam uang dengan jaminan gadai, maka 

seluruh ketentuan gadai yang ada dalam Buku II 

KUHPerdata yang berlaku sebagai OH[�JHQHUDOLV. 

RUU Pergadaian mengatur kewajiban dan 

ODUDQJDQ�VSHVL¿N��OH[�VSHFLDOLV) yang belum diatur 

dalam KUHPerdata, sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan umum yang bersifat memaksa. 

Kewajiban ganti rugi yang disarankan diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan menurut hemat 

peneliti mengacu pada komponen ganti rugi dan 

ketentuan tentang ganti rugi secara perdata. Oleh 

karena itu, perlu dipertegas, apa yang menjadi 

materi muatan dari peraturan Menteri Keuangan 

tentang ganti rugi.

f) Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan dan Pengawasan merupakan 

materi muatan yang urgen dalam RUU Pergadaian, 

khususnya terkait dengan perkembangan praktik 

pegadaian saat ini. Pembinaan dan Pengawasan 

ditujukan untuk mengawal fungsi dan tujuan jasa 

pegadaian sebagai alternatif pembiayaan yang  

juga mengemban misi sosial. Peneliti sepakat 

dengan tujuan pembinaan dan pengawasan yang 

digagas dalam Nakah Akademik. 

g) Penjualan Barang Jaminan

Naskah Akademik tidak memberikan alasan 

mengapa penghitungan bunga dilakukan di akhir, 

bukan di awal. Peneliti berpendapat agar pem-

bayaran bunga disepakati pada saat perjanjian  

dibuat untuk gadai konvensional, agar tercipta 

kepastian hukum bagi para pihak.

Masa kadaluarsa uang kelebihan mengacu  

pada kadaluarsa barang bergerak sebagaimana 

diatur dalam perundang-undangan. Naskah 

Akademik mengatur daluarsa uang kelebihan 

adalah 1 tahun. Dalam hal ini RUU sebaiknya 

mengacu pada kadaluarsa yang diatur dalam 

ketentuan umum.

h) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Naskah Aka-

demik selain bagi nasabah dan perusahaan pe-

gadaian, juga perlu mempertimbangkan pihak 

ketiga yang beritikad baik. 

i) Ketentuan Sanksi

Penerapan sanksi administratif, pidana, dan 

perdata dalam RUU Pergadaian mengacu pada 

adanya pelanggaran administratif, pidana dan per-

data yang sudah ditentukan dalam RUU. Naskah 

akademik tidak memerinci kewajiban administratif 

dan kewajiban lainnya secara tegas. Tidak tertutup 

kemungkinan terhadap suatu perbuatan hukum 

melanggar ketiga jenis pelanggaran tersebut. 

D. Kesimpulan

Berkenaan dengan gagasan penataan kem-

bali regulasi pergadaian dan permasalahan yang 
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telah dikemukakan, maka berdasarkan kajian 

yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai ber- 

ikut.

Regulasi pergadaian yang ada memang 

tidak mampu lagi mengatasi perkembangan jasa 

pergadaian yang berkembang dalam praktik, 

khususnya kemampuan menjamin terciptanya 

pelayanan masyarakat dan kebutuhan masyarakat 

akan lembaga pembiayaan yang mudah, murah dan 

cepat. Praktik pergadaian, khususnya gadai emas 

syariah yang semula berfungsi sebagai alternatif 

pembiayaan yang cepat dan murah berbasis 

kekuatan sendiri bergeser menjadi saran investasi 

yang spekulatif. Praktik pegadaian, khususnya 

perbankan belum diregulasi secara baik, sehingga 

menimbulkan kekhawatiran akan melemahkan 

fungsi LQWHU�PHGLDU\.

Konsepsi regulasi pergadaian di masa 

datang, semata mata ditujukan untuk mencipta-

kan lembaga pembiayaan yang mampu menjadi 

penggerak perekonomian, khususnya bagi pelaku 

usaha menengah bawah dan individu dengan 

PHPSHUKDWLNDQ� SULQVLS� FHSDW�� ZDMDU� GDQ� H¿VLHQ��

Di samping itu, regulasi pergadaian ditujukan 

untuk menggerakkan sektor riil, dan menjadi unsur 

penggerak ekonomi nasional. Dualisme hukum 

dalam jasa pegadaian, yakni konvensional dan 

syariah35 tetap memperhatikan tujuan terciptanya 

kesejahteraan dan keadilan sosial, dan menghindari 

praktik rentenir yang menyengsarakan masyarakat 

serta penyaluran modal yang tidak tepat pada 

sasaran. 

Badan Usaha Milik Negara untuk jasa Per-

gadaian seharusnya diperkokoh dengan penge-

lolaan secara profesional, agar misi bisnis dan 

sosial berjalan beriringan. Perubahan dari Perum 

menjadi PT Persero tetap harus memperhatikan 

fungsi dan tujuan pegadaian sebagai alternatif 

pembiayaan dengan kewajiban melayani ke-

pentingan publik.

Undang-undang pergadaian yang akan 

dibentuk harus mampu memberikan rambu dan 

menentukan area agar jasa pegadaian sebagai 

alternatif pembiayaan tidak bergeser semata 

mata menjadi alternatif investasi yang speku- 

latif.

35  Sebagai bagian dari 3 pilar ekonomi Islam selain Aqidah dan Akhlaq. Lihat: Mehmet Asutay, 2009, $Q�,QWURGXFWLRQ�WR�,VODPLF�0RUDO�
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